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PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilangsungkan  secara  elektronik  telah  menjatuhkan  putusan  dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx,  tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 22 April

1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx,

bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx, Desa

xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx  xxxxxx,  dengan  domisili  elektronik  pada  alamat

email: xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 29 Oktober

1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx,

bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx, Desa

xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sukoharjo,  Nomor

33/Pdt.G/2025/PA.Skh, pada tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  08  Agustus  1998,  Penggugat  dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
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Propinsi  xxxx  xxxxxx  (Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  xxx/10/VIII/1998

tertanggal 08 bulan Agustus tahun 1998). Pada saat menikah Penggugat

berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. 

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami  istri  (ba'da dukhul)  dan telah

dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

ANAK I (perempuan, umur 25 tahun) sudah berkeluarga. 

ANAK II (perempuan, tanggal lahir 16 Agustus 2008) kelas 3 SMP, yang

sekarang ikut Penggugat.    

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  rumah  saudara

Penggugat  di  xxxxx  xxxxxxx xxx  xx  xxx  xx  Desa xxxxxxxx,  Kecamatan

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 25 tahun 8 bulan. 

4. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula  berjalan

harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2023,

rumah  tangga  menjadi  goyah  karena  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga  disebabkan  antara  lain:    

Tergugat terlalu cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan

dengan seorang laki-laki lain hanya karena pekerjaan Penggugat sebagai

pedagang. Penggugat telah berusaha memberikan penjelasan, akan tetapi

Tergugat  tidak mau tahu dan tetap menuduh Penggugat  ada hubungan

dengan laki-laki lain tersebut. 

5. Masalah  ekonomi,  Tergugat  bekerja  namun  tidak  memberi  nafkah

kepada  Penggugat  dan  jika  dimintai  uang  Tergugat  marah  dan  tidak

memberi, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai xxxxxxxx. 

6. Tergugat sering pergi keluar/ keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas

dan tengah malam bahkan hingga menjelang pagi Tergugat baru pulang ke

rumah yang seringkali dalam keadaan mabok. Jika diperingatkan Tergugat

marah. 

7. Tergugat mempunyai sifat emosional/ temperament, Tergugat seringkali

marah  setiap  kali  ada  hal-hal  yang  tidak  berkenan  walaupun  hanya
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masalah  sepele,  dan  jika  diperingatkan  Tergugat  tambah  marah  dan

mengabaikan Penggugat.    

8. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut  terjadi  Tergugat

sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan bernada tinggi

yang  menyakitkan  hati,  Tergugat  pernah  memukul  dan  menendang

Penggugat  dan  Tergugat  sering  menyatakan  akan  menceraikan

Penggugat.

Setiap sehabis bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sering saling

mendiamkan antara satu dengan yang lain  hingga berhari-hari  lamanya

dan hanya berbicara seperlunya saja. 

9. Bahwa bapak ketua RW 05 Desa xxxxxxxx telah berupaya menasehati

Tergugat  dan  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  hidup  rukun

dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. 

10. Bahwa  sebagai  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

lebih kurang pada bulan Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi

perselisihan/  pertengkaran lalu  Tergugat  meminta  Penggugat  agar  pergi

meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri

dengan  alamat  sebagaimana  tersebut  diatas  dan  Tergugat  juga  pergi

bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat sebagaimana tersebut selama

7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan

Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. 

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di  atas, maka Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Pengugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada harapan

akan hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dari Tergugat. 

12. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  maka  dalil-dalil

permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun  1974 serta  telah  sesuai  dengan  alasan  perceraian  sebagaimana

diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam. 
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13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT) 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Nomor  33/Pdt.G/2025/PA.Skh  tanggal  09  Januari  2025  dan  Nomor

33/Pdt.G/2025/PA.Skh  tanggal  22  Januari  2025  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk

berdamai dan tidak bercerai  dengan Tergugat,  tetapi  Penggugat tetap pada

dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
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A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx

tanggal  25  September  2012  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi  xxxx  xxxxxx,  bermeterai  cukup,  telah

dinazegelen  pos,  dan  setelah  dicocokkan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/10/VIII/1998 tanggal 08

Agustus  1998,  yang  dikeluarkan  dan  ditandatangani  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx

Provinsi  xxxx  xxxxxx,  bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen  pos,  dan

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis

diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tangkil RT. 01 RW. 05

Desa  xxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  saksi

tersebut  mengaku  sebagai  Bulik  Penggugat, di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxx; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

pasangan suami istri yang menikah tahun 1998; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di

jakarta  kemudian pindah  di  rumah orangtua  Penggugat  di  xxxxx

xxxxxxx  xxx  xx  xxx  xx  Desa  xxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir; 

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  pada awalnya berjalan baik,  akan tetapi  sejak 7 (tujuh)

bulan  yang  lalu  mulai  tidak  harmonis,  sering  berselisih  dan

bertengkar; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa

keduanya sering bertengkar;
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- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan

laki-laki  tetangga  Penggugat,  hal  tersebut  dikarenakan  laki-laki

tersebut  sering  belanja  di  tempat  Penggugat  dan  menurut  cerita

Penggugat,  Tergugat  sudah  tidak  memberi  nafkah  kepada

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 1 (satu) bulan

lamanya Tergugat pergi ke Yogyakarta; 

- Bahwa  setelah  berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak saling berkomunikasi; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  didamaikan  oleh

kakak saksi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxxxx,  bertempat tinggal  di  Dusun Kenteng RT. 03 RW. 09 Desa

Mertan,  Kecamatan  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  saksi  tersebut

mengaku  sebagai  Kakak  Kandung  Penggugat, di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengetahui  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami istri; 

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berkediaman kontrak  di  Jakarta

kemudaia  pindah ke  rumah orangtua Penggugat  sebagai  tempat

kediaman bersama terakhir; 

- Bahwa yang  saksi  ketahui  rumah tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 7 (tujuh)

bulan yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih

dan bertengkar; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar,  tapi  Penggugat  bercerita  kalau  dirinya

bertengkar dengan Tergugat; 

- Bahwa  yang  menyebabkan  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  Tergugat  sering  cerita  kepada
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saksi bahwa ia cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan

dengan seorang laki-laki lain; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  sudah  pisah  rumah

selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa  setelah  berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan

nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  didamaikan  oleh

saksi akan tetapi idak berhasil;

Bahwa,  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  putusan,  segala  sesuatu  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo telah  didaftarkan  ke  Pengadilan

Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal

20  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,

persidangan harus dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  sebagaimana  ketentuan

Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati

Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang

Perkawinan  jo. Pasal  65  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi

upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa yang menjadi  alasan perceraian dalam gugatan

Penggugat adalah  rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan

rukun namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih

dan bertengkar yang disebabkan a. Tergugat  terlalu  cemburu  buta  dan

menuduh Penggugat  ada  hubungan dengan  seorang laki-laki  lain,  masalah

ekonomi,  Tergugat bekerja namun tidak memberi  nafkah kepada Penggugat

dan jika dimintai uang Tergugat marah dan tidak memberi, sehingga selama ini

Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan

bekerja  sebagai  xxxxxxxx,  Tergugat  sering  pergi  keluar/  keluyuran  malam

tanpa  tujuan  yang  jelas,  dan  Tergugat  mempunyai  sifat  emosional/

temperament, puncaknya pada bulan Mei 2024 Penggugat pulang ke rumah

orang  tua  Penggugat  yang  mengakibatkan  Penggugat  dan  Tergugat  pisah

rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan

lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  yang diajukan oleh  Penggugat  yang

diberi  tanda P.1 (fotokopi  Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi  Kutipan

Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai

dengan  aslinya  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1888  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata  (KUHPer)  dan  telah  bermeterai  cukup  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang

Bea  Meterai,  relevan  dengan  pokok  perkara,  sehingga  telah  memenuhi

persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
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mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata,  maka Majelis

Hakim  menilai  alat  bukti  tersebut  harus  dinyatakan  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat

bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan

Agama Sukoharjo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat

dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah  yang  menikah  pada

tanggal  08  Agustus  1998  tercatat  di  KUA Kecamatan  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2

(dua)  orang saksi  Penggugat  yang telah  memberikan keterangan di  bawah

sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  Penggugat  masing-masing

telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147

HIR. jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah

fakta  yang  dilihat  dan  didengar  sendiri  dan  keterangan  antara  saksi  satu

dengan  lainnya  saling  bersesuaian,  oleh  karenanya  keterangan  dua  orang

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal

170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi  tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat  bertempat  tinggal  di  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  yang  menjadi

yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

2. Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang  menikah  pada

tanggal 08 Agustus 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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3. Setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama di  rumah

saudara Penggugat, sampai dengan berpisah;

4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan

tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu mulai tidak rukun sering berselisih dan

bertengkar  disebabkan  Tergugat  menuduh  Penggugat  ada  hubungan

dengan seorang laki-laki  lain,  puncaknya pada 1 (satu)  bulan yang lalu

Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

5. Selama  berpisah  kedua  pihak  sudah  tidak  saling  berkomunikasi

layaknya suami istri;

6. Penggugat  dan Tergugat  sudah pernah didamaikan,  akan tetapi  tidak

berhasil;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim

akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang

diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  Penggugat

bertempat  tinggal  di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama Sukoharjo,  maka

berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132

Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi

Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan

Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah,  kemudian  Penggugat

mengajukan cerai  gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus

karena  perceraian,  maka  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang
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Nomor  7  Tahun 1989 yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang  Peradilan  Agama,  Penggugat  memiliki  legal  standing karena

merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara  a quo

(persona standi in judicio);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa petitum angka 1  merupakan petitum yang akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan  seluruh  petitum  Penggugat,  karenanya

jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  petitum  angka  2  memohon

supaya  perkawinannya  dengan  Tergugat  diputus  dengan  perceraian,  maka

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir-batin  antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019), atau perkawinan menurut

Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau  mitssaqan ghalidzan untuk

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan

tujuannya  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam). Oleh

sebab  itu,  suami-istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  dapat

mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan cita-cita perkawinan yang

mulia  di  atas,  Undang-Undang  Perkawinan  menganut  prinsip  mempersukar

terjadinya  perceraian  sehingga  untuk  memungkinkan  terjadinya  perceraian

harus  ada  alasan-alasan  tertentu  serta  harus  dilakukan  di  depan  sidang

Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  berdasarkan

ketentuan  dalam  SEMA Nomor  3  Tahun  2023  gugatan  Penggugat  dapat
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dikabulkan apabila terbukti  Penggugat dan Tergugat terjadi  perselisihan dan

pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi

dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang,  bahwa  meskipun  dalam  persidangan  ditemukan  fakta

hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, akan tetapi

Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama kurang dari 6 bulan,

sehingga Majelis  Hakim menilai  pertengkaran tersebut  adalah pertengkaran

biasa dalam rumah tangga dan belum memenuhi kriteria pertengkaran yang

terus menerus dan masih ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang,  bahwa perkawinan bertujuan di  antaranya menciptakan

kedamaian,  ketenteraman  lahir  batin  pasangan  suami-istri  dan  keluarga,

sehingga perkawinan wajib dilestarikan. Oleh sebab itu, keinginan yang kuat

untuk bercerai tanpa ada alasan yang sah sebagaimana telah ditentukan oleh

undang-undang  tidak  bisa  dijadikan  dasar  untuk  membubarkan  ikatan

perkawinan yang sepatutnya masih layak dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terbukti suatu perceraian dilakukan

dengan  alasan/alasan-alasan  yang  cukup,  maka  dipandang  dari  perspektif

agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, atau sekurang-

kurangnya makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan atau dihindari  sebagaimana

pendapat para ulama (ahli agama Islam) yang disebutkan dalam banyak kitab

fiqh, antara lain disebutkan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah

Bab Talak yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

sebagai berikut:

Artinya: “Pendapat para ahli fiqh berbeda-beda mengenai hukum talak

(perceraian),  yang  paling  benar  dari  semua  pendapat  itu
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adalah  yang  mengatakan  perceraian  itu  terlarang  kecuali

karena  alasan  yang  benar.  Mereka  yang  berpendapat

demikian  adalah  golongan  Hanafi  dan  Hambali.  Mereka

mendasarkan  pendapatnya  pada  Hadits  Nabi  yang

menyebutkan  bahwa  Allah  melaknat  tiap  orang  yang  suka

merasai  (maksudnya:  suka  kawin)  dan  bercerai.  Hal  itu

disebabkan  bercerai  itu  kufur  terhadap  nikmat  Allah,

sedangkan  kawin  adalah  satu  nikmat  dan  kufur  terhadap

nikmat Allah adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali

karena darurat.”

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup

beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni bahwa

perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya

dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Perkawinan

harus  dijalani  semata-mata  untuk  kemaslahatan  kedua  belah  pihak  dan

keduanya berkewajiban membangun keharmonisan, bersatu dalam membina

rumah tangga,  sebab mudaratnya akan lebih  besar  jika  kedua belah pihak

harus bercerai bukan dikarenakan adanya alasan yang mendesak (darurat);

Menimbang, bahwa mengingat sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang meminta talak

kepada  suaminya  tanpa  sebab  yang  mendesak  (al-ba’s),

maka  haram baginya  (perempuan  tersebut)  bau  harumnya

surga.” (HR Abu Dawud).

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

Majelis  Hakim berpendapat  gugatan Penggugat  tidak beralasan hukum dan

belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f)  Penjelasan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan  jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

karenanya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena

perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

biaya perkara  sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

Selasa  tanggal  11  Februari  2025 Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  12

Syaban 1446 Hijriah oleh  Irwan,  S.H.I. sebagai  Ketua Majelis,  Acep Sugiri,

S.Ag.,  M.Ag.  dan  Dhania  Alifia,  S.H.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

kepada  Penggugat  melalui  Sistem Informasi  Pengadilan  pada  hari  itu  oleh

Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  Sulastri

Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. Dhania Alifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp90.000,00

3. Panggilan : Rp 48.000,00

4. Meterai : Rp        10.000,00  

J u m l a h : Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).
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